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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-
hari, bahkan dapat dikatakan setiap manusia berhubungan dengan tanah. 
Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, akan tetapi 
sudah meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu 
tanah adalah merupakan kebutuhan vital manusia
1
. 
Peranan tanah bagi pemenuhan berbagai kebutuhan manusia semakin 
lama semakin meningkat sementara tanah yang ada semakin sempit karena 
penggunaannya untuk berbagai macam kebutuhan diantarannya untuk tempat 
bermukim, tempat usaha dan untuk tanah pertanian. Tanah juga menjadi 
salah satu syarat utama bagi pembangunan suatu wilayah demi mengimbangi 
perkembangan modernisasi yang ada. Tanah sebagai tempat bermukim 
ataupun tempat usaha, akan lebih dirasakan manfaatnya jika diusahakan 
secara optimal dalam memenuhi kesejahteraan manusia. 
Maka dari itu untuk terwujudnya optimalisasi yang maksimal peranan 
tanah bagi kesejahteraan masyarakat, pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 
1945 mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk 
kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut, seluruh kekayaan alam yang 
ada, baik dalam permukaan bumi maupun didalam bumi, penguasaanya 
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adalah negara. Hal ini telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria 
(UUPA). Dikuasi bukan berarti dimiliki oleh negara melainkan negara 
sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari seluruh rakyat Indonesia diberi 
wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan persediaan, peruntukan, 
penggunaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa untuk 
kemakmuran rakyat. Negara yang memberi kewenangan untuk mengatur dan 
dalam pelaksanaannya dikuasakan pada daerah dengan tetap berpegang pada 
tujuan utama yaitu sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. 
Bahwa pada setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu 
hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan megerjakan atau 
mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara 
pemerasan berdasarkan penjelasan pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria. 
Selanjutnya, Pasal 15 UUPA menentukan : 
“Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah 
kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi 
yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan 
pihak-pihak yang ekonomis lemah” 
Berdasarkan pasal tersebut, bagi semua pihak baik perorangan 
maupun suatu badan hukum yang menguasai hak atas tanah serta 
menggunakannya, mereka diwajibkan untuk memperhatikan pihak-pihak 
ekonomi lemah, apakah menimbulkan kemanfaatan bagi mereka atau tidak 
serta wajib memelihara kualitas tanah tersebut, tetap menjaga kesuburan 
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tanah agar tetap pada kualitas tanah yang baik dan dapat diolah secara 
optimal sehingga menghasilkan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat. 
Sebagian besar desa, atau yang disebut nama lain, di Indonesia 
memiliki tanah adat atau tanah asal-usul yang sudah menjadi hak milik desa 
sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir pada tahun 1945. 
Disetiap daerah di Indonesia memiliki tanah adat/ulayat, baik ulayat keluarga, 
ulayat suku maupun ulayat nagari dan ulayat negeri
2
.  
Sementara desa-desa di Jawa di masa lalu sebenarnya mempunyai 
berbagai jenis tanah asal-usul: titisoro untuk orang miskin, paguron untuk 
gaji para guru, pangonan untuk gembala ternak, sengkeran untuk pelestarian 
tanaman langka, segahan untuk jamuan tamu dari luar yang datang ke desa, 
dan palungguh atau bengkok untuk penghasilan kepala desa dan pamong 
desa, tanah kuburan, maupun tanah-tanah lain untuk fasilitas umum
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. 
Pemerintah sendiri sangat peduli dengan kedudukan tanah aset desa di 
Indonesia dengan menerbitkan aturan-aturan yang mengatur tentang 
kedudukan serta pemanfaatan tanah aset desa seperti PERMENDAGRI no 1 
tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolahan kekayaan Desa yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah untuk menindak lanjuti ketentuan dan kebijakan dari 
pemerintah dalam rangka pengelolahan kekasaan Desa. 
Jenis kekayaan desa terdiri atas : Tanah kas desa, Pasar desa, Pasar 
hewan, Tambatan perahu, Bangunan desa, Pelelangan ikan yang dikelola oleh 
desa, Laim-lain kekayaan desa. Salah satu kekayaan desa adalah tanah kas 
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desa. Tanah kas desa adalah barang milik desa berupa tanah 
bengkok/lungguh, pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan-jalan desa, dan 
tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa
4
. 
Pada Pasal 3 PERMENDAGRI no 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa, 
pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan berbagai asas yakni 
asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan 
kepastian nilai.  
Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, 
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 
penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian
5
. Pengelolaan kekayaan desa harus 
berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa. 
Untuk hasil dari pengelolaan tanah aset desa sendiri diatur dalam 
Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2015. Selain itu dalam Peraturan 
Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa kepala desa beserta aparatur desa 
juga harus wajib menjaga serta pemanfaatan kedudukan tanah aset desa. 
Pada faktanya yang terjadi dilapangan bahwa eksistensi tanah kas 
desa bukan hanya sekedar bagaiamana pemanfaatan dan penggunaan saja 
akan tetapi ada juga pengadaan atau pelepasan tanah kas desa yang 
digunakan untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu masyarakat harus 
memahami untuk menghindari konflik yang terjadi karena kesalah pahaman 
antara masyarakat dan aparatur desa. 
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Tanah kas desa merupakan kekayaan desa yang sumber 
penghasilannya paling besar jika dibandingkan dengan kekayaan-kekayaan 
desa lainnya, oleh karena itu tanah desa yang merupakan aset besar bagi desa 
dalam pemasukan keuangan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar 
tetap memberikan keuntungan. Maka dalam ketentuan pengelolaan secara 
pemanfaatan dilakukan atas dasar menguntungkan desa. 
Di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir merupakan 
desa yang memiliki tanah desa yang cukup luas yaitu sekitar 20 hektar dan 
hampir semuanya telah dimanfaatkan, pengelolaan secara sewa 
pemanfaatannya adalah untuk perumahan dan pertananian dan perkebunan 
rakyat. Sudah sangat wajar jika desa tersebut menjadi desa yang memiliki 
pendapatan yang besar dari hasil pemanfaatan tanah desa secara sewa. maka 
dalam pengelolaan tanah desa secara sewa harus sesuai dengan ketentuan 
penyewaan, salah satunya yaitu dilakukan atas dasar menguntungkan desa, 
Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan tanah kas desa dapat 
dimanfaatkan dengan baik dan menjadi pendapatan desa yang besar
6
. 
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa berupa 
tanah kas desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 
peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. 
Pemanfaatan tanah desa secara kerjasama dilakukan atas dasar 
mengoptimalkan daya guna dan hasil guna dan meningkatkan pendapatan 
desa yang akan berjalan secara terus menerus sesuai perjanjian. Mekanisme 
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pemanfaatan tanah kas desa secara kerjasama diatur dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No 1 tahun 2016 yang terdapat pada pasal 12 ayat 3 
menyebutkan sebagai berikut: Penetapan mitra kerjasama pemanfaatan 
berdasarkan musyawarah mufakat antara kepala desa dan BPD, Ditetapkan 
oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD, Tidak dibolehkan 
menggadaikan, memindah tangankan kepihak lain, dan Jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Akan tetapi kerjasama 
pemanfaatan akan berdampak negatif kepada tanah yang dipersewakan 
karena dalam kerjasama pemanfaatan secara sewa, pihak aparatur desa yang 
bertanggung jawab tidak dapat mengetahui secara langsung bagaimana 
keadaan atau kondisi tanah tersebut. 
Selain pemanfaatan tanah kas desa yang terjadi di masyarakat yang 
paling perlu dipahami ialah pengelolaan tanah kas desa yang berupa tanah 
bengkok, apabila terjadi kesalah pahaman pengelolaan yang tidak sesuai 
dengan aturan-aturan yang berlaku akan berdampak fatal antara lain seperti 
penelantaran, diperjual belikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, 
serta tidak adanya pelaporan hasil keuangan yang secara transparasi, adanya 
konflik karena tidak adanya pemahaman yang jelas oleh masyarakat. 
Pengelolaan tanah bengkok atau yang berasal dari tanah kas desa 
yang terjadi di masyarakat saat ini banyak terjadi pro dan kontra di lapangan 
antara siapa yang sebenarnya wajib mengelola tanah tersebut. Sebagian 
masyarakat menginginkan tanah bengkok dikelola dan peruntunkan untuk 
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa, hal tersebut juga sesuai 
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perintah perundang-undangan yang baru berlaku. Seperti yang terjadi di Desa 
Spanyul kecamatan Guda Kabupaten Jombang yang saat ini tanah bengkok 
seluas 2 hektar tersebut masih dikelola dan diperuntukkan untuk kompensasi 
gaji kepala desa dan aparatur desa. dalam pemanfaatan tanah bengkok 
tersebut yang sebagian besar ditanami tanaman yang berdayaguna hasil tinggi 
yaitu padi yang sampai saat ini pemanfaatannya berjalan secara baik dan 
teratur sesuai yang telah direncanakan.
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Pemanfaatan tanah bengkok yang dikelola langsung oleh kepala desa 
dan aparatur desa sangat berdayaguna tinggi apabila pemanfaatan tersebut 
dilakukan dengan baik dan teratur, serta perlu ada pengawasan dari pihak 
BPD supaya tidak ada pihak pihak yang curang dalam melakukan 
pengelolaan tanah bengkok. Dampak negatif dari pemanfaatan tersebut 
apabila kurangnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat akan terjadi 
konflik antara masyarakat dan pihak aparatur desa. 
Pengelolaan aset desa yang berupa tanah bengkok ini, kepala desa 
memegang kendali atau kekuasaan penuh atas pengelolaan tersebut, namun 
kepala desa juga dapat menguasakan sebagian kekuasaannya tersebut kepada 
perangkat desa lainnya. Pengelolaan ini tidak boleh dilakukan dengan 
semena-mena guna kepentingan pribadi semata karena pengelolaan ini guna 
menyejahterakan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa sesuai 
hal yang dijelaskan dalam perturan pemerintah. Hal ini dilaksanan harus 
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sesuai dengan pedoman pengelolaannya pada peraturan desa dan peraturan 
menteri terkait. 
Pada era saat ini banyak masyarakat yang melupakan atau tidak 
semua orang mengerti secara tepat apa yang dimaksud dengan tanah kas desa 
itu. Baik dari sisi pengaturannya maupun kepemilikannya. Dalam praktik di 
masyarakat, sengketa tanah aset desa ini cukup banyak sekali terjadi. Pada 
umumnya penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa masih banyak yang 
belum memperoleh ijin dan status pemanfaatannya pun masih belum jelas 
apakah sewa menyewa, pinjam pakai, bangun serah guna atau serah guna 
bangun. Pihak-pihak yang menjadi penyewa tanah aset desa juga belum jelas 
apakah pihak-pihak itu adalah pihak yang diperbolehkan untuk menyewa 
tanah kas desa tersebut. Pihak pihak  Seringkali tanah kas desa ini 
diperjualbelikan atau dikelola untuk kepentingan pribadi sehingga menjadi 
konflik dimasyarakat. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka 
penulis mencoba melakukan penelitian dalam tugas akhir yang diberi judul : 
” OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DESA (TANAH KAS 
DESA) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DESA 
BERDASARKAN PASAL 18 PERATURAN MENTERI DALAM 
NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah penulis jelaskan, 
maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan tanah aset desa di Desa Junrejo 
Kota Batu ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa? 
2. Apakah pemanfaatan dan pengelolaan tanah aset desa dapat memberikan 
peningkatan pendapatan desa di Desa Junrejo Apabila ditinjau berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
Pengelolaan Aset Desa?  
3. Bagaimana kendala pemanfaatann dan pengelolaan tanah aset desa di Desa 
Junrejo Kota Batu apabila ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa? 
C. Tujuan penulisan 
Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian 
ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan mengkaji sejauhmana pemanfaatan dan 
pengelolaan tanah aset desa yang masih ada di Indonesia khususnya di 
Desa Junrejo Kota Batu  
2. Untuk memahami  dan mengetahui apakah pemanfaatan dan pengelolaan 
tanah aset desa dapat memberikan peningkatan pendapatan desa  
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3. Untuk mengetahui lebih dalam tentang kendala yang dihadapi pada saat 
pemanfaatan pengelolaan tanah aset desa di Indonesia khususnya di Desa 
Junrejo Kota Batu 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka manfaat 
dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Secara Teoritis 
Manfaat penelitian ini antara lain diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran serta gambaran dalam upaya pengembangan ilmu 
hukum pada umumnya, serta khususnya untuk pengembangan ilmu 
hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolahan tanah kas 
desa menurut Undang-undang yang berlaku. 
2. Manfaat Secara Praktis 
a. Bagi Penulis 
Manfaat penelitian bagi penulis adalah agar dapat mengetahui 
seberapa efektif penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 
Tahun 2016  di Indonesia khususnya di desa Junrejo Kota Batu dan 
untuk memenuhi syarat menjadi sarjana hukum 
b. Bagi Akademisi 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk sedikit menambah 
informasi, sumbangan pemikiran dan kontribusi dalam penelitian 
hokum selanjutnya yang membahas tentang tanah kas desa 
c. Bagi Pemerintah 
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Manfaat penelitian bagi Pemerintah adalah agar pihak aparatur Desa 
dapat memahami dan mengetahui secara jelas bagaimana pengelolaan 
tanah aset desa menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
nmor 1 Tahun 2016, serta tidak ada kesalah pahaman oleh aparatur 
desa dalam pengelolaan tanah kas desa atau tanah bengkok. 
d. Bagi Masyarakat 
Dengan diadakannya penelitian ini, harapan penulis adalah penelitian 
ini dapat memberikan sebuah informasi untuk masyarakat mengenai 
bagaimana pentingnya kedudukan tanah kas desa yang selama  ini 
berada di lingkungannya. Karena pada era saat tidak sedikit yang 
mengetahui bagaimana kedudukan tanah aset desa desa. Serta 
memberi pemahan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalah 
pahaman antara masyarakat desa dengan pemerintah desa. 
E. Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode 
penelitian sebagai berikut : 
1. Metode Pendekatan 
Disini penulis dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis 
sosiologis(empiris) yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam 
masyarakat
8
, maksudnya Penelitian ini bertujuan untuk membahas 
peraturan dan teori yang relevan dengan karya tulis ini dan 
menghubungkan dengan kenyataan atau pelaksanaannya sesuai dengan 
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kenyataan atau pelaksanaan sesuai dengan permasalahan yang 
dikemukakan diatas. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian 
hokum bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari 
masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapang. 
Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini dilakukan dengan 
cara menggambarkan dan menganalisa secara jelas tentang fakta apa yang 
terjadi dilapangan terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 
nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa, yang 
diterapkan di desa Junrejo sekaligus faktor yang menjadi pendukung 
dalam pengelolaan serta kendalam pengelolaan tanah kas desa di Desa 
Junrejo Kota Batu. 
2. Tempat penelitian  
Penulis memilih desa junrejo sebagai tempat penelitian alasannya 
dikarenakan penulis mendapat informasi secara langsung dari masyarakat 
Desa Junrejo bahwasannya Tanah Desa di Desa Junrejo tidak adanya 
pemanfaatan secara jelas oleh aparatur desa serta tidak dugunakan 
sebagaimana kegunaanya. Akan hal ini penulis merasa cukup akurat data 
yang akan didapat dari lokasi penelitian untuk mendukung penulis dalam 
melakukan pengumpulan data guna menemukan jawaban atas 
permasalahan yang akan penulis teliti.  
3. Jenis Data :  
a. Data Primer 
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Jenis data primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, informasi 
atau pendapat yang diperoleh langsung dari sumber utama/ pertama.
9
 
Yang mana hal ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan 
responden di kantor Kepala Desa Junrejo, serta dokumen – dokumen 
yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan penulis teliti yaitu terkait pemanfaatan dan 
pengelolaan tanah kas desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri nomor 4 Tahun 2007 
b. Data Sekunder 
Jenis data sekunder adalah jenis data yang mendukung serta 
melengkapi data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui 
bahan – bahan literature seperti undang-undang atau peraturan-
peraturan, buku, jurnal serta penelusuran situs-situs internet yang 
berhubungan dengan kasus yang diteliti. Sumber perundang-undangan 
yang terkait antara lain : 
a) Undang-Undang Dasar 1945 
b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok–pokok Agraria 
c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
Pengelolaan Kekayaan Desa 
d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa 
c. Data Tersier 
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Jenis data tersier adalah jenis data yang memberikan petunjuk atau 
penjalasan-penjalasan bahan hokum primer dan sekunder, seperti 
Ensiklopedia, Kamus, Glossary dan lain-lain. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh dengan cara Tanya 
jawab dialog atau diskusi melalui penjelasan dari pihak terkait di 
kantor kepala desa Junrejo Kota Batuyang dianggap banyak 
mengetahui dan memahami terkait obyek penelitian. Wawancara juga 
bias disebut dengan metode tatap muka dengan responden untuk 
menanyakan fakta-fakta yang ada, pendapat maupun persepsi dari 
responden. Hasil wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan 
dengan jalan wawancara dari pihak yang berkompeten. Wawancara 
langsung dalam pengumpulan fakta social sebagai bahan kajian ilmu 
hokum empiris, dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung 
dimana semua pertanyaan disusun secara sistematik, jelas dan terarah 
sesuai dengan isu hokum yang diangkat dalam penelitian.
10
 
b. Dokumentasi 
Yaitu berupa pengumpulan data-data yang melalui dokumen tertulis 
yang diperlukan terkait status tanah kas desa yang berada di desa 
Junrejo Kota Batu guna mendukung kelengkapan bahan materi yang 
lain. 
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c. Studi Kepustakaan 
Yaitu melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan kepustakaan 
dari berbagai literature termasuk buku-buku ataupun jurnal serta 
peraturan perundang-undangan 
5. Teknik analisa Data 
Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik melalui 
wancara, studi dokumen, maupun studi kepustakaan yang dirasa telah 
cukup, selanjutnya penulis akan menggunakan metode analisis data 
deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menganalisa secara 
actual, sistematis, akurat data yang diteliti, yang telah diperoleh dari 
lapangan (berupa kalimat-kalimat) kemudian menampilkan gambaran 
obyektif dari hasil penelitian berdasarkan kenyataan yang terjadi serta 
dikaitkan dengan teori-teori terkait, undang-undang yang relevan, 
sehingga menghasilkan hasil yang obyektif.
11
 
Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang 
termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan 
yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. 
Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang 
bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta 
pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / 
lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh 
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Bambang Sunggono,2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 
hal.38 
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terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. masalah yang diteliti dan 
diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi 
kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi 
korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya. Biasanya kegiatan 
penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, 
meginterprestasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang 
mengacu pada penganalisisan data tersebut
12
. 
F. Sistematika Penulisan 
Pada penelitian yang akan dibuat oleh penulis terdapat 4 BAB yang 
akan membantu penulis dan pembaca untuk memahami isi dari penelitian 
yang diangkat oleh penulis. Adapun sistematika penulisannya sebagai 
berikut: 
1. BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab pertama ini memuat hal-hal yang melatar belakangi penulis 
dalam memilih judul skripsiserta menjadi dasar pengantar umum dalam 
memahami penulisan skripsi ini. Pada bab I berisikan Latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan 
penelitian, metode penelitiandan sistematika penulisan. 
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab II ini memuat penjelasan dari teori-teori yang berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis yang digunakan untuk membantu 
penulis dalam membahas permasalahan yang diangkat oleh penulis. 
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3. BAB III PEMBAHASAN 
Pada bab III ini berisikan uraian-uraian atau pembahasan dari pokok 
permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang bagaimana 
pengelolaan tanah bengkok atau tanah kas desa menurut Undang-undang 
yang berlaku 
4. BAB IV PENUTUP 
Bab IV ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran 
dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. 
 
